
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 92 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSU N 0 GANIS SI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PENGELOLA TERMINAL 
P DA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA 

Menirn ang 

Mengingat 

DE GA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
Peraturan Bupati Tas ·krnalaya Nornor 39 Tahun 2 0 2 1 tentang 
K dukan, usun an 0 anisas ·, gas dan Fu gsi Perangkat 

aer perlu men etapkan Peraturan Bu pati tentang 
Pem entu ,usuna Organ· asi, Tugas dan n g i serta Tata 
Kerja 1 s er Pengelola Terminal pada 
Dinas Per bungan, Ko unikasi dan Info a tika; 

1. ang-Unda g Nom o 14 Tahun 1950 te tang Pembentukan 
Daerah-Da ah a bupa en dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Ba at Beri N gara Re ub ik Indonesia Tahun 1950), 

ebagai ana telah d iubah den gan Un dang-Undang Nomor 4 
T un 1 68 tenta n g Pemben tukan Ka bupaten Purwakarta 
dan Kabu aten S bang dengan m en bah Un dang-Undang 
Nomor 14 Ta un 19, 0 ten tang Pernbent kan Daerah-Daerah 
Ka upaten da larn Lingkun gan P opi s i Djawa Barat 
(Lembar ara Republ" Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambah n Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 



Menetapkan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 7, Tambahan 
Lembara n Negara Republik In donesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahu n 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yan g menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Ta s ikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembara n Daerah Kabu paten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 tentan g Perubah an Kedua 
atas Peraturan Da erah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Su sunan Perangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Kabu paten Tas ikmalaya Tahun 
2021 Nom or 3); 

7 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 39 Tahu n 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

8 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang 
Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 62); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TERMINAL PADA 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Tasikmalaya. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunika si dan Informatika 

Kabupaten Ta sikmalaya. 
5. Unit Pelaksana Tek n is Daerah Pengelola Terminal yang selanjutnya disingkat 

UPI'D Pengelola Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola 
Term inal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Ka bupaten 
Tasikmalaya. 

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPI'D 
a dalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pa d a Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Inform atika Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kel m pok J abatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawa b, wewenang dan h ak yang d idasarkan 
pada keahlian danj atau keterampila n tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasa12 

Dengan Peraturan Bupa ti ini dibentuk UPI'D Pengelola Terminal Kelas A pada 
Dinas Perhubu n gan, Komu nikasi dan In formatika Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Ba gian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pengelolaan terminal. 

(2) UPI'D Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala UPI'D yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Tugas 

Pasal4 

UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan 
terminal. 
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Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasa15 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, UPTD 
Pengelola Terminal mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan terminal; 
b. Pe1aksanaan pengelolaan dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di 

terminal; 
c. Pe1aksanaan urusan kesekretariatan; dan 
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Terminal terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Ke1ompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Terminal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalarn Larnpiran. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 

(2) Pejabat pelaksana danl atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pengelola 
Terminal diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf2 
Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV. b. 
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BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pengelola Terminal 
dalam pen gawasan, pengendalian, pengelolaan operasional dan pelayanan 
terminal. 

(2) Dala m m enyelenggarakan tugas pokok , Kepala UPTD sebagaiman a dimaksud 
pa da ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Terminal; 
b . Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pengelola 

Terminal; 
c . Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pen gelolaan 

terminal; 
d. Melaksanakan pelayanan informasi pengelolaan dan layanan terminal 

kepada masyarakat ; 
e. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan terminal; 
f. Melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana 

serta pengelolaan keuangan d i lin gkungan UPTD Pengelola Term inal; 
g. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pengelola Terminal; 
h. Melaksanakan pengelolaan keu angan dan aset UPTD Pengelola Terminal; 
1. Melaksan akan penatausahaan retribusi UPTD Pengelola Termin al. 
J. Mela ksanakan pen gaturan, penggunaan dan pemelih araan sarana dan 

prasarana UPTD Pengelola Terminal; 
k. Melaksanakan pem eliharaan kebersihan dan kearnanan UPTD Pengelola 

Terminal; 
1. M laksanakan penyusunan ren cana u ulan anggaran pen dapatan dan 

belanja UPTD Pengelola Terminal; 
m. Melaksanakan penyusun an rencan a usulan kebutuh an sarana dan 

prasarana UPTD Pen gelola Terminal; 
n. Melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan unit kerja terkait; 

o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD 
Pengelola Terminal; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
mempunyru tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, 
mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan 
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kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD Pengelola Terminal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja UPTD Pengelola Terminal; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan UPTD Pengelola Terminal; 

c . Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD 
Pengelola Terminal; 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pengelola 
Terminal; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksana an UPTD 
Pengelola Terminal; 

f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di 
lingkungan UPTD Pengelola Terminal; 

g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 
kearsipan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran penda patan dan 
belanja UPTD Pen gelola Terminal; 

1. Melaksanakan penyiapan bah an rencana usulan kebutuh an dan 

pem eliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelola Termin al; 

J. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan a set dan perlengkapan UPTD 
Pengelola Terminal; 

k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tu gas kepada Kepala UPTD; 
1. Melaksanakan koord in asi dengan unit kerja terkait d i . lingkun gan UPTD 

Pen gelola Terminal; d a n 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya . 

BABVI 

TATA KERJA 

Pa sal 11 

(1 ) Kepala UPTD sebagaimana dim aksud dalam Pasal 6 aya t (1) huruf a secara 

teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkunga n UPTD Pengelola Terminal baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya 

secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 
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(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pengelola Terminal harus 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pa sal 12 

(1) Pada UPTD Pengelola Terminal dapa t ditetapkan jabatan fungsional tertentu 
se uai dengan ketentuan peraturan p rundang-undangan. 

(2) Ketent an lebih lanjut mengenai jab tan fungsional sebagaimana dim aksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
und gan y g berlaku. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

P sal 13 

Pembiay an UPTD Pengelola Terminal dibebankan kepada Anggaran Pen dapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. 

BAB IX 
KETE NTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat mulai berlakunya Peratu ran Bupati InI, peja bat ang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bu pati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 124 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Terminal pada 
Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singapama 

pada tangga14 Oktober 2021 

LJ..L:.Ln'-"J.'-~ART~ DAERAH 
~tgN h SIKMALAYA, 

~4'"""~J.r.:~ ZE , 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 4 Oktober 2021 

~~~j~ 1 ERAH KABUPATE N TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR92 
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NOMOR 
TENTANG 

9 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

92 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PENGELOLA TERMINAL PADA DINAS 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSA A TE IS D ERA PE GELOLA TERMINAL 

PADA DINAS PERHUBUNGA , OMU lKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA UPTD I 

KELOM POK 
JABATAN FUNGSIONAL 

uuuu uu uo .. u o ououu. 1:----_--. 
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 


